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KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Pemberantasan TPPO Butuh
Keberanian Politddk

JAKARTA, KOMPAS — Praktik
tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) di Indonesia ki-
an menggurita dengan modus
operandi yvang terus berevolusi
melintasi batas negara dan ru-
ang diggital. Karena itulah,
pemberantasan TPPO, teruta-
ma pengiriman warga negara
Indonesia ke luar negeri.
membutuhkan keberanian po-
litik, pencgakan hukumm tanpa
pandang bulu, dan kerja sama
internasional yvang nyata.

Hal ini ditegaskan anggota
Komisi 111 DPR, Merey Chries-
v Barends, menanggapi situasi
perdagangan orang Indonesia
terutama anak-anak muda yvang
menjadi korban., dipaksa be-
kerja di perusahaan penipuan
daring di Kambaoja, Myanmar,
dan negara  lainnya. Sebagai
awgjud keseriusan

Indonesia
dalam memberantas tindak pi-
dana perdagangan orang, pro-
ses hukum agar menyventuh se-
mua pihak yvang terkait jaringan
perdagangan orang.

"Kita tidak boleh berhenti
pada penangkapan kurir atau
prerekimut lapangan. Aktor in-
telektual. pemodal. dan jaring-
an internasionalnya harus di-
adili,” ucap Mercy di Jakarta,
Kamis (6,/8,/2026).

Langkah-langkah itu men-
desak dilakukan Pemerintah
Indonesia. menyvusul aksi si-
ndikat TPPO yang terus be
adapts: dengan berbag muo-
dus baru. Negara juga harus
memperkuat pPengawasan,
teknologi. dan koordinasi an-
tarlembaga.

“Berbagai modus operandi
TPPO menunjukkan bahwa
masih banyak aktor besar di
belakang layar yang masih
berope Aparat harus be
gerak lebih cepat membong-
kar seluruh mata rantai per-
dagangan orang.” kata Mercy.

Karcena itu, pemerintah ha-
rus memastikan tidak ada lagi
celahh hukum yang dimanfa-
atkan sindikat. Di sisi lain,
harus memperkuat harmoni-
sasi perlindungan pekerja mi-
gran, pengawasan perekrutan,
penempatan, Pengawasan
platform  digital, serta kerja
sama lintas negara agar ke-
jahatan ini dapat diberantas
hingga ke akarnya.

Mercy juga mengingatkan
bahwa indikator keberhasilan
negara tidak boleh hanya di-
lihat dari penanganan pasca-
kejadian. Termasuk indikator
keberhas memberantas

TPPO adalah
pengkhianatan
terhadap konstitusi
dan kemanusiaan.

Lestari Moerdijat

TPPO tidak saja diukur dari
banyaknya korban yang dipu-
langkan. Ia mengatakan, salah
=atu indikator yang tak kalah
penting ialah kemampuan ne-
gara mencegah warganya men-
jadi korban sejak awal.

Untuk itu. Mercy mendesak
agar momentum  ini digoana-
kan untuk memperkuat ke-
ranghka regulasi. Setiap korban
TPPO menjadi pengingat bah-
wa masih ada celah dalam tata
kelola penempatan pekerja
migran yang harus segera di-
perbaiki.

»” Justice collaborator’™

Untulk memecahlan ke-
buntuan penegakan  hukom
terhadap jaringan- mafia TPPO:
vang kKian menggurita. Lem-
baga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) menawarkan
solusi melalui program  per-
lindungan saksi pelaku atau
Justice collaborator. TSyarat
utama menjadi jfustice colffa-
Borator adalah pemohon bu-
kan merupakan pelaku utammnma
dalam jaringan tersebut.” ujar
Wakil Ketua LPSK Sri Nur-
herwati.

Perlindungan saksi dalam
konteks  justice collaborator
penting. Hal ini mengingat

rantai kejahatan TPPO sangat
panjang, mulai dari perckrut-
ampungan, hingga ne-
uan. Keterangan dari
pelaku tingkat bawah sangat
berharga untuk menjangkaua
aktor besar di belakang layar.

"Sebenarnya, kalau misal-
nya para pelaku ini menyadari
akan bahavanya tindak pidana
yvang sudah dilakukan, bisa
menjadi saksi pelaku yang dil-
indungi oleh LPSK. Dilin-
dungi asalkan dia mau mem-
buka seluruh tindak pidana
vang  dilakukan.”  tutur  Sri
Nurherwati.

NMelalui program justice col-
Taborator ini, saksi pelaku
AT kooperatif akan di-
lindungi penuh identitas dan
keteranganinwva oleh LPSK.,
asalkan mereka rsedia
membuka seluruh peta jaring-

an kejahatan yang mereka ke-
tahui.

Jika kesadaran hukum ma-
syarakat meningkat dan fa-
silitas perlindungan saksi pe-
laku dioptimalkan oleh aparat
dan pendamping, LPSK op-
timistis program justice colf-
laborator akan menjadi pintua
masuk utama untuk mem-
bongkar scluruh mafia per-
dagangan orang secara tun-
tas.

Sistem pencegahan

Berbicara dalam kesem-
patan terpisah. Wakil Ketua
MPR Lestari Moerdijat men-
dorong adanya penguatan si-
stem nasional yvang andal un-
tuk mendeteksi, mencegah,
melindungi, serta memulih-
kan korban TPPO. Sebab, per-
kembangan teknologi mela-
hirkan modus operandi bara

rang kian sulit dideteksi, se-
perti maraknya perdagangan
orang untuk operasi penipuan
daring

Merujuk data Direktorat
Jenderal Imigrasi, Lestari me-
nyatakan, sant ini tingkat
pendidikan bukan lagi jamin-
an terbebas dari jeratan TPPO.
Hal ini mengingat banyak
korban wyang berpendidikan
S5-1 hingga S-2 wvang direkrut
melalui media sosial.

Karena itu, negara harus ha-
dir, menyikapi maraknyn eks-
ploitasi berbasis teknologi se-
perti penipuan daring. " TPPO
adalah pengkhianatan terha-
dap konstitusi dan kemanu-
sinan  schinggn negara  harus
hadir lebih kuat untuk men-
cegahnya.,” ujar Lestari yvang
Juga anggota Komisi X DPR.

Lestari menegaskan, TPPO
merupakan kejahatan luar bi-
asa (extraordinary crirme) yang
bekerja lintas negara, meman—
fmaatkan teknologi digital, dan
terhubung dengan berbagai
kejahatan lain seperti pencu-
cian uang. narkotika. kejahat-
an  siber, hingga eksploitasi
seksual dan kerja paksa.

"Ketika manusia diperda-
sgangkan., sesungguhnya yang
dirampas bukan hanya kebe-
basannya. tetapi juga harkat,
ma depan, dan hak asas-
inya,” ujarnya,

Ia mendorong evaluasi dan
revisi Undang-Undang Nomuor
21 Tahun 2007 tentang Pem-
berantasan TPPO agar maimn-
pu menjawab tantangan per-
dagangan orang di era digital.
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